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REPUBLIK INDONESIA

Menimbang a. bahwa Lembaga Pelatihan Kerja Bali Sora Rahayrr telah

menyampaikan Permohonan lzirr Penyelenggaraan

Pemagangan di Luar Negeri kepada Direktur Jenderal

Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas meialui surat
nomor 014/BSR/2019 tanggal 6 September 2019;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan dan

keabsahan dokumentasi serta peninjauan ke lapangan

oleh Tim Verifikasi yang dibentuk berdasarkan

Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan

Produktivitas Nomor KtrP . 29 ILATTAS lI / 2019 tanggal 3 1

Januari 2OI9 dan Surat Tugas Nomor

2l I|OSlLT.O3.O2lXlIl2Ol9 tanggal 9 Desember 2O19

maka Lembaga Pelatihan Kerja Bali Sora Rahayu

dinyatakan lengkap dan telah memenuhi persyaratan

untuk mendapatkan izin penyelenggaraan pemagangan

di luar negeri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksr-rd dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan

Keputusan Direktur Jenderal;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara

Republik indonesia Nomor 4279);

1Mengingat

KEPUTUSAN DIREKTUR JtrNDERAL

PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS

NOMoR 2l b0+ /HK.lsl A\] l2ore
TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN DI LUAR NEGERI

LEMBAGA PELATIHAN KERJA BALI SORA RAHAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PtrMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS,



Menetapkan

KESATU

KEDUA

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 1 Tahun 2006 tentang

Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor

PtrR.OB/MEN lV l2OO8 tentang Tata Cara Perizinan dan

Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri;

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun

20 15 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 20 15 Nomor 622) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri

Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 20 19 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 870);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun

2016 tentang Tata Cara Perrzinan dan Pendaftaran

Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 20 16 Nomor 7 12);

MEMUTUSKAN:

Memberikan Izin
Negeri kepada:

Penyelenggaraan Pemagangan di Luar

a. Nama Lembaga : LPK Bali Sora Rahay,u
b. Penanggungjawab : Ni Luh Putu Widiastrini
c. Bidang usaha/program : Bahasa dan Budaya Jepang
d. Alamat : Jalan Sidemen Sangkan

Gunung, Banjar Dlnas
Luah, Kab. Karangasem,
Prov. Bali

e. Telepon : Oa5a29237388

Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU, sebelum melakukan rekrutmen/ seleksi

peserta pemagangan terlebih dahulu harus mempunyai

dokumen aplikasi perekrutan penempatan pemagangan

dari organisasi penerima.

Dokumen aplikasi pemagangan sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA dilaporkan kepada Direktur
Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas.

KETlGA



KEEMPAT

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

Peserta Pemagangan yang akan ditempatkan untuk

mengikuti pemagangan di luar negeri, harus mendapatkan

pembekalan bahasa, peraturan, budaya negara tujuan dan

pelatihan teknis pekerjaan jabatan yang akan

dikerjakannya, melalui latihan penyesuaian (adjustment

training).

Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KtrSATU, wajib melaksanakan penyelenggaraan

pemagangan di luar negeri sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat

diperpanjang dengan mempertimbangkan kinerja Lembaga

Pelatihan Kerja yang bersangkutan.

Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU, tetap terikat pada hak dan kewajiban

sebagaimana isi perjanjian pemagangan meskipun jangka

waktu izin penyelenggaraan pemagangan telah berakhir

atau izin perpanjangan penyelenggaraan pemagangan

belum diterbitkan.

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,'L? DeJgrnbef ,$q
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
AAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS,

G SATRIO LELONO
20705 198803 1002

Tembusan:
1. Menteri Ketenagakerjaan R.I;
2. Duta Besar Republik Indonesia di Jepang;
3. Duta Besar Jepang di Republik Indonesia;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan R l;
5. lnspektur Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan R.l;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karangasem;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali.

KELIMA



PEMERINTAE REPUBLIK INDONESIA

Izin Lembaga pelatihan Kerja (LpK)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga pengelola dan penyelenggara OSS berdasarkan
ketentuan Pasal 32 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 24 ful,r., iOft tentarg pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha U"*pu fri,
Lembaga Pelatihan Kerja (tpk) kepada:

Nama Perusahaan

Nomor Induk Berusaha

Alamat Perusahaan

PT BALI SORA RAIIAYU

8120016251385

JALAN SIDEMEN SANGKAN GUN{ING, BANJAR
DINAS LUAH

Nama KBLI

Kode KBLI

Lokasi Usaha

- Alamat

- Desa./Kelurahan

- Kecamatan

- KabupateniKota

- Provinsi

BANJAR DINAS LUA}I

Sangkan Gunung

Sidemen

Kab. Karangasem

Bali

Izin Lembaga Pelatihan Kerja (IpK) TELAH bertaku efektif.
Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan
perundangan-undangan.

Dikeluarkantanggal : 26luni2019

EIUEIf
Dohmen ini dikeluarkqn dai sistem oss atqr desqr data dttri pelara usaha. Kebenaran dan keabsahon
alas data ymg ditampilkan dalom dokumen ini dan dato yang ircimpan dalam Sistem OSS menjadi
ta ggungjawab pelalal usaho sepenuhnya.
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PEMERINTAII REPUBLIK INDONESIA

lzin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga pengelola dan penyelenggara osS berdasarkan
ketentuan Pasal 32 ayat (l) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentarg pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin usaha berupa lzin usaha
Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta kepada:

Nama Perusahaan

Nomor Induk Berusaha

Alamat Perusahaan

Nama KBLI

Kode KBLI

Lokasi Usaha

- Alamat

- Desa/I(elurahan

- Kecamatan

- Kabupaten/Kota

- Provinsi

PT BALI SORA RAHAYU

8120016251385

JALAN SIDEMEN SANGKAN GLINIING. BANJAR
DINAS LUAH

BANJAR DINAS LUAII

Sangkan Gunung

Sidemen

Kab. Karangasem

Bali

Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta TELAH berlaku efektif.
Izin usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan
perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 26 Juni 2019

EI
I
EI

Dohmen ifii dikeluarkafi dai sisten oss atas dosqr data dari peldku usdha. Kebe qrqn dan keabsahan
atas data yang ditampilka dalam dokumen ini dan data yq,tg tersimpqn dalam Siste OSS hehjadi
tangguxg j avab pe loh, us aha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK IN'DONESIA

Izin Usaha Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan
ketentuan Pasal 32 ayat (l) Peraluran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayana!

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Usaha
Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja./buruh kepada:

Nama Perusahaan

Nomor Induk Berusaha

Alamat Perusahran

PT BALI SORA RAI{AYIJ

8120016251385

Nama KBLI

Kode KBLI

Lokasi Usaha

- Alamat

- Desa,/Kelurahan

- Kecamatan

- Kabupaten/Kota

- Prqvinsi

JALAN SIDEMEN SANGKAN GLTNUNG, BANJAR
DINAS LUAH

BANJAR DINAS LUAH

Sangkan Gunung

Sidemen

Kab. Karangasem

Bali

lzin Usaha Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh TELAII berlaku efektif.
Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan
perundangan-undargan.

Dikeluarkan targgal : 29 Maret 2019

llobumen ini dikeluarkan dan Sistem OSS otas dasar datq dqri pelqb usaha. Kebenaran don keabsahan
atds data yong ditampilkan dalam dokumen ifii dan data yong tersimpan dalam Sistem OSS menjadi
tangEuhqja ,ab pelaku usoha sepenulmya.
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PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

8120016251385

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24
ayat (1) Peratulan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

EleL-tronik, menerbi&an NTB kepada:

Nama Perusahaaa

Alamat Perusahaan

NPWP
Nomor Telepon
Nomor Fax
Email
Nama KBLI
Kode KBLI
Stafiis Penanaman Modal

Attivitas Penyeleksian Dar Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri
18102
PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam tarlgka pelaksanaan kegiatan bcrusaha dan bedaku sclama mcnjalankan
kegiatan usaha sesuai keren$aD perctura[ peruhdang-urdangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanamar ModalBerusaha yang sekaligus merupakaa peugesatran Tanda Daftar Perusahaan-

OSS berwenang untuk melalo:kan evaluasi dan/atau perubahar atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai kete[tuan
penrndang-undangal.

NIB atas Perseroan Terbatas dibekukan apabila dalam kwun waktu paling lama I (sanr) tahun tidak ,nenyesuaikan rnaksud

dan hrjuan serta kegiatan usahanya sesuai KBLI 2017 delalui SABH Dircktol"t JeodeEl Administrasi Hukum Umum.
Penyesuaian tersebut dilakukan melalui perubahan anggaran dasar persetoan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal

2l ayat (2) Undang-Undang Nonror 40 Taiun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang harus mendapat persetujuan Me[teri
(Menteri Hukurn dan HAM).

Diletapkar langgal
Perubahan ks-8

l8 Desemher 2018

Doku e itli dikelua*o dari Sitte OSS atas dasar data dati pelahl usaha. Kebetarun dan keabsalran ,tut dato yang ditonqilka ddlant
dol eninida ddta ),a gteni pa,l daloflt Sisle OSS iterrjadi tongg: ngjavab pelaku usaha sepenuhhra.

PT BAII SORA RAHAYU
JALAN SIDEMEN SANGKAN GTINUNO, BANJAR D1NAS
LUAH, Kel- , Kec. , Kab. Karangasem, Prop. Bali
86.385.624.1-907.000
085829237388

Seluruh data yaog tercanturn dalam NIB dapat berubah sesuai dengal perkembangan kegiatan benrsaha
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